BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD,
kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya
proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai
pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset
PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan
mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar

desa.

1. Secara umum dapat disebutkan bahwa ada beberapa faktor pendukung dan
penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana PNPM mandiri
di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar yaitu faktor pendukung dalam
pelaksanaan program PNPM Mandiri di Desa Negara Ratu adalah adanya
swadaya masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik, sedangkan faktor
penghambatnya adalah kurangnya sosiadlisas dan informasi mengenal

pelaksanaan program PNPM Mandiri kepada masyarakat.

B. Saran

Beberapa saran yang dianggap perlu dan berguna menurut penulis yaitu sebagai

berikut :



1. Diharapkan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya
mengikuti kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri seperti musyawarah karena
dengan mengikuti musyawarah, masyarakat di Desa Negara Ratu Kecamatan
Natar khususnya akan mengerti bagaimana pengelolaan dana PNPM Mandiri
di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar. Peningkatan ini dapat dilakukan
dengan cara memberikan punishment.

2. Diharapkan untuk tetap melaksanakan mekanisme penerapan sanks
berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada poin yang
diberikan penerapan sanksi oleh masyarakat. Sanksi yang diterapkan
masyarakat adalah yang bersifat non-formal dalam bentuk sanksi sosial seperti
pengucilan dari kelompok masyarakat.

3. Diharapkan kepada Kepala Desa untuk meningkatkan perannya dalam
Pelaksanaan PNPM Mandiri di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, sehingga
tujuan dari pelaksanaan program ini akan tercapal sesua dengan target

program yang telah ditentukan.
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